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SURAT EDARAN
NOMOR: SE-DJPU 11 TAHUN 2026
TENTANG
PELAPORAN DAN PENANGANAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE (GNSS RFI)

1. Latar Belakang
Sehubungan dengan adanya:
a. kejadian Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference

(GNSS RFI) yang berpotensi mengganggu keselamatan, keteraturan, dan
efisiensi operasi penerbangan, khususnya terhadap pelaksanaan
navigasi berbasis kinerja (Performance Based Navigation/PBN), serta
penerapan separation minima pada prosedur pelayanan yang
bergantung pada keandalan sistem Global Navigation Satellite System
(GNSS);

b. permintaan ICAO Asia Pacific Regional Office kepada setiap negara
anggota untuk melakukan pemantauan dan pelaporan kejadian Global
Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI)
kepada ICAO sebagai bagian dari upaya regional dalam mitigasi risiko
keselamatan penerbangan akibat gangguan Global Navigation Satellite
System (GNSS);

c. kejadian Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference
(GNSS RFI) pada ruang udara Indonesia yang berdampak terhadap
operasi penerbangan sipil, antara lain berupa hilangnya atau
menurunnya akurasi posisi navigasi serta degradasi kinerja sistem
berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS);

d. kebutuhan data kejadian Global Navigation Satellite System Radio
Frequency Interference (GNSS RFI) yang akurat, lengkap, dan
disampaikan secara tepat waktu oleh seluruh Penyedia Jasa
Penerbangan untuk mendukung ©pelaksanaan analisis tren
keselamatan, investigasi, penetapan langkah mitigasi yang tepat
sasaran serta pelaporan kepada ICAO Asia Pacific Regional Office;

perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Pelaporan dan Penanganan Global Navigation Satellite System Radio
Frequency Interference (GNSS RFI).



Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa
Penerbangan dalam melaksanakan pelaporan kejadian Global Navigation
Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI).

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memastikan bahwa Global
Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI)
dilaporkan, dianalisa, dilakukan langkah mitigasi dan dilaporkan kepada
ICAO Asia Pacific Regional Office.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:

a. mekanisme pelaporan kejadian Global Navigation Satellite System Radio
Frequency Interference (GNSS RFI);

b. peran dan tanggung jawab para pihak dalam penanganan laporan
Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS
RFI);

c. pedoman teknis antisipasi dan penanganan Global Navigation Satellite
System Radio Frequency Interference (GNSS RFI).

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Penerbangan;

d. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kementerian Perhubungan;

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang
Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

g. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 2 Tahun 2026 tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem
Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan;

h. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 398 Tahun
2016 tentang Pengamanan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan
Penerbangan;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 19-01 (Staff Instruction 19-01) Sistem Pelaporan Kejadian
Wajib (Mandatory Occurrence Reporting System); dan

j- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 245 Tahun
2017 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 19-01 (Advisory Circular 19-01) Sistem
Pelaporan Kejadian Wajib (Mandatory Occurrence Reporting System).

Isi Edaran

a. Dalam rangka menjamin keselamatan, keteraturan dan efisiensi
operasional penerbangan pada ruang udara Indonesia, setiap kejadian
Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS
RFI) wajib dilaporkan sebagai bagian dari sistem pelaporan kejadian
keselamatan penerbangan.



b. Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS
RFI) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:

hilangnya penerimaan sinyal Global Navigation Satellite System

(GNSS);

penurunan akurasi posisi navigasi;

spoofing atau jamming Global Navigation Satellite System (GNSS);

atau

anomali lain yang memengaruhi penggunaan Global Navigation

Satellite System (GNSS) dalam operasi penerbangan.

1)

2)
3)

4)

c. Pelaporan Global Navigation Satellite System Radio Frequency
Interference (GNSS RFI) dilaksanakan dengan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) Flight Crew

a)

b)

wajib untuk segera melaporkan kepada unit Air Traffic Services
(ATS) terkait melalui melalui komunikasi udara-ke-darat (air
ground communication) yang digunakan apabila terdapat indikasi
adanya Global Navigation Satellite System Radio Frequency
Interference (GNSS RFI);

pelaporan wajib dilaksanakan dengan menggunakan fraseologi
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor PR 5 tahun 2024 tentang Manual of
Standard 170-01 Prosedur Operasional Pelayanan Lalu Lintas
Penerbangan Chapter 12;

Flight Crew selanjutnya melaporkan kejadian melalui sistem
pelaporan kejadian wajib (mandatory occurance report /| MOR)
yang berlaku di dalam organisasi Penyedia Jasa Penerbangan.

Unit Air Traffic Services (ATS) pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan:

a)

b)

melakukan penerimaan dan konfirmasi laporan dari flight crew,
termasuk memastikan diterimanya laporan serta mencatat
informasi penting yang meliputi: waktu (UTC), posisi
(latitude/ longitude, radial/ distance, atau segmen pada ATS route),
dampak operasional, penanganan flight crew terhadap
penggunaan navigasi konvensional atau radar vectoring;
menerapkan mitigasi operasional dengan menentukan perlunya
peningkatan separasi longitudinal, lateral, dan/atau vertikal
akibat menurunnya jaminan kinerja navigasi, serta menerapkan
langkah mitigasi operasional yang diperlukan,;

melakukan koordinasi dengan sektor/unit yang berdekatan
(adjacent ATS Unit) mengenai wilayah ruang udara terdampak
dan bentuk degradasi layanan yang terjadi;

melakukan koordinasi lebih lanjut apabila gangguan terjadi
secara luas, termasuk dengan menginformasikan kepada Area
Control Centre (ACC) yang berdekatan dan melakukan peninjauan
terhadap kebutuhan pembaruan ATIS dan/atau NOTAM,;
melakukan pencatatan dan pemberitahuan dengan mencatat
kejadian ke dalam sistem pelaporan kejadian wajib (Mandatory
Occurance Report /| MOR) yang berlaku di dalam organisasi.



3)

4)

9)

Penyedia Jasa Penerbangan wajib melaporkan peristiwa gangguan
Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference
(GNSS RFI) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Pelaporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib
menggunakan formulir DGCA Form 19.1 yang digunakan untuk
peristiwa yang berkaitan dengan layanan dan fasilitas navigasi
penerbangan, dengan memuat informasi tambahan minimal sebagai
berikut:
a) dampak operasional (dampak kegagalan pada pesawat udara);
b) frekuensi yang terdampak (L1, LS atau keduanya);
c) sumber gangguan;
d) prosedur kontigensi GNSS (radar vector, prosedur berdasarkan
konvensional navaids, divert, dll.); dan
e) durasi gangguan.
Formulir yang telah diisi atau format pelaporan sebagaimana
dimaksud pada butir 4 a) disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara melalui Portal IMSIS Operator & Stakeholder
menu Mandatory Occurrence Reporting pada tautan (https://imsis-
dipu.kemenhub.go.id /operator), dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dilaporkan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah
terjadinya peristiwa accident;
b) dilaporkan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah
terjadinya peristiwa serious incident;
c) dilaporkan paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam setelah
terjadinya peristiwa incident; dan
d) menggunakan akun resmi yang telah diberikan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara kepada penyedia jasa penerbangan.
Selain pelaporan langsung melalui Portal IMSIS sebagaimana
dimaksud pada butir 5), Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan dapat melaporkan melalui sistem pelaporan EFFORT
yang telah terintegrasi pada Portal IMSIS Operator & Stake Holder
melalui menu Mandatory Occurrence Reporting.
Setelah proses pelaporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara dilakukan, Penyedia Jasa Penerbangan harus melakukan
investigasi internal yang paling sedikit memuat: hazard identification,
corrective action dan preventive action termasuk analisis dan tindak
lanjut terkait dengan peristiwa incident, serious incident atau
accident yang dilaporkan sesuai ketentuan dalam CASR 19 butir
19.67.
Jika dari hasil investigasi internal sebagaimana dimaksud pada butir
7) Penyedia Jasa Penerbangan mengidentifikasi adanya aktual atau
potensial risiko keselamatan penerbangan, maka Penyedia Jasa
Penerbangan perlu membuat laporan awal hasil investigasi internal
dan laporan final hasil investigasi internal untuk kemudian
dikirimkan melalui Portal IMSIS Operator & Stake Holder menu
Mandatory Occurence Reporting.
Laporan awal hasil investigasi internal sebagaimana dimaksud pada
butir 7) dikirimkan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pelaporan peristiwa tersebut.

10) Laporan final hasil investigasi internal sebagaimana dimaksud pada

butir 7) dikirimkan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pelaporan peristiwa tersebut.


https://imsis-djpu.kemenhub.go.id/operator
https://imsis-djpu.kemenhub.go.id/operator

d. Guna antisipasi dan penanganan adanya kejadian Global Navigation
Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI), operator
penerbangan dalam hal ini pilot agar menggunakan instrumen
konvensional pada bandar udara yang memiliki prosedur instrumen
konvensional dan menggunakan prosedur visual pada bandara yang
tidak terdapat prosedur instrumen konvensional dengan tetap
memperhatikan kondisi cuaca saat itu.

e. Selain melaporkan kejadian Global Navigation Satellite System Radio
Frequency Interference (GNSS RFI) kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, dalam rangka melaksanakan pengamanan
spektrum frekuensi Global Navigation Satellite System (GNSS), Penyedia
Jasa Penerbangan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) melengkapi izin stasiun radio penerbangan pada semua peralatan

yang menggunakan spektrum radio frekuensi untuk penerbangan
sesuai ketentuan perundangan;

2) melaporkan semua gangguan spektrum frekuensi radio untuk
keperluan penerbangan kepada Balai Monitoring Spektrum
Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital RI;

3) memberikan data-data yang diperlukan kepada Balai Monitoring
Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka pengamanan spektrum
frekuensi Global Navigation Satellite System (GNSS);

4) memberikan pendampingan kepada Balai Monitoring Spektrum
frekuensi Radio dalam pelaksanaan pencegahan gangguan dan
penegakan hukum pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi
radio untuk keperluan penerbangan; dan

5) melakukan kerjasama teknis dengan Balai Monitoring Spektrum
Frekuensi Radio tentang mekanisme penanganan gangguan
spektrum frekuensi radio untuk penerbangan.

f. Direktur Navigasi Penerbangan melakukan pemrosesan laporan
kejadian Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference
(GNSS RFI) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang
ditetapkan secara regional untuk diteruskan kepada ICAO Asia Pacific
Regional Office.

g. Dengan pemberlakuan Surat Edaran ini maka:

1) Penyelenggara Jasa Penerbangan agar meningkatkan kolaborasi
untuk memastikan bahwa setiap kejadian Global Navigation Satellite
System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) dilaporkan,
dianalisa dan dilakukan langkah mitigasi operasional untuk
menjamin keselamatan, kelancaran dan efisiensi operasional
penerbangan; dan



2) Direktur Navigasi Penerbangan, Direktur Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara melakukan pengawasan atas Surat Edaran ini.

Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-

waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2026
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